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ABSTRAK

Studi Komparatif Kemampuan Keuangan Kabupaten Gianyar sebelum dan saat
Pelaksanaan Otonomi Daerah

I Gede Dirgantara
Universitas Terbuka
gede dirgantara@yahoo.co.id
Kata Kunci : kemampuan keuangan, efektivitas, Kabupaten Gianyar, kemandirian

Sesuai dengan Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
Kabupaten Gianyar dituntut untuk memiliki sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
untuk meningkatkan kemandirian keuangannya. Data yang._digunakan adalah data
sekunder dengan runtut waktu (¢ime series) dari tahun 1996/1997 sampai dengan 2008

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, kenrampuan keuangan Kabupaten
Gianyar sebelum dan saat pelaksanaan otonomi/daerah dilihat dari sisi Derajat
Desentralisasi Fiskal dan untuk mengetahui tingkat efektifitas pengelolaan keuangan
daerah Kabupaten Gianyar sebelum dan saat etonomnii'daerah.

Hasil Penelitian ini menunjukkan ‘bahwa Derajat Desntralisasi Fiskal sebelum
otonomi daerah termasuk katagori cukip- dan dengan rata-rata 20,5 % dan saat
pelaksanaan otonomi daerah termasuk ‘katagori kurang dengan rata-rata 14,9 %.
Sedangkan rata-rata efektivitas PAD\ sebelum otonomi daerah termasuk katagori sangat
efektiv yatiu sebesar 117,8 %.dafi Sadt pelaksanaan otonomi daerah termasuk katagori
efektif yaitu sebesar 99,43 %, Untuk efektifitas kinerja penerimaan sumber-sumber PAD
Kabupaten Gianyar seb€lum ‘dilaksanakannya otonomi daerah semuanya termasuk
katagori sangat efektif yaitu/pajak daerah sebesar 126 %, retribusi daerah sebesar 110,8
%, Laba Perusahan Milik Daerah sebesar 121,6 %, dan lain-lain pendapatan yang sah
sebesar 116,8 %;-sédangkan saat pelaksanaan otonomi daerah, pajak daerah masuk
katagori sangat efektif yaitu rata-rata sebesar 103,86 %, retribusi daerah masuk katagori
efektif dengan“rata-rata sebesar 92,3 %, Laba perusahan milik daerah masuk katagori
cukup efektif dengan rata-rata sebesar 89,72 % dan lain-lain pendapatan yang sah masuk
katagori sangat efektif dengan rata-rata sebesar 118,72 %.

iv
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ABSTRACT

Comparative Study on Financial Ability of Gianyar Regency Before and When Regional
Autonomy is Implemented

I Gede Dirgantara
Open University
gede_dirgantara@yahoo.co.id
Key words : financial ability, effectiveness, Gianyar Regency, autonomy

According to the Laws Number 22 of 1999 concerning Reégional’ Government, it
is demanded that Gianyar Regency increase their financial, ‘autonomy through its
Resources of Original Regional Revenue. The data used in.this study are secondary data
with time series from 1996/1997 to 2008.

This study aims at identifying the financial ability‘of Gianyar Regency before and
when Regional Autonomy is implemented viewed from the Degre of Fiscal
Decentralization, and at identifying the degtee “of” effectiveness of the financial
management in Gianyar Regency before and when regional autonomy is implemented.

The finding show that the Degre¢..of) Fiscal Decentralization before regional
autonomy was categorized as sufficient, “which average 20,5 %, while when regional
autonomy is implemented, it is categOrized as less sufficient, which has average 14,9 %.
The average of the effectiveness of the Original Regional Revenue (Pendapata Asli
Daerah = PAD) was categorized-ds really effective, which was 117,8 % before regional
autonomy, while when regional_autonomy is implemented it has been categorized as
effective, which has been99,43 % With regard to the effectiveness of the performance to
generate income from the sotirces of PAD, it can be categorized as really effective. The
reason is that before'regional autonomy 126 % of it came from tax, 110,8 % came from
retribution, 121,6-%from Profit produced by Regional Government Owned Companies,
and 116,8 % came from other sources. When the autonomy is implemented, the
effectiveness of.the performance to generate income from the sources of PAD can be
categorized as really affective. The reason is that 103,86% has come from tax, 92,3 % has
come from retribution, and 89,73 % has come from the benefit produced by the Regional
Government Owned Companies. The other legal income has contributed 118,72 % and
has been categorized as really effective.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. 1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintah nomor
58 tahun 2005 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran, pendapatan dan belanja
daerah.

Kewenangan daerah dalam menjalankan pemerintahannya pada masa
orde baru didasarkan pada UU No./5/1974/ disamping mengatur pemerintahan
daerah, Undang-undang tersebut jugd menjelaskan hubungan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk bisa menjalankan tugas-
tugas dan fungsi”yahg dimilikinya, pemerintah daerah dilengkapi dengan
seperangkat, ‘kemanmipuan pembiayaan, dimana menururt pasal 55, sumber
pembiayaan peémerintah daerah terdiri dari 3 komponen besar, yaitu :

a.” Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi :

- hasil pajak daerah

- hasil retribusi daerah

- hasil perusahaan daerah (BUMD)

- lain-lain hasil usaha daerah yang sah

b. Pendapatan yang berasal dari pusat, meliputi :

12
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- sumbangan dari pemerintah
- sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan
perundang-undangan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah
Kuncoro, (2004) menyatakan bahwa diantara ketiga komponen sumber
pendapatan tersebut, komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari
pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan
daerah terhadap pemerintah pusat. Disamping itu besarnya ddna-dari pusat ter
juga membawa konsekuensi kepada kebijakan proyek pemierintah pusat yang
secara fisik implementasinya itu berada di dagrali.”Sehingga ada beberapa
proyek pemerintah pusat yang dilaksadakan/di daerah yang dibiayai oleh
pemerintah pusat melalui (APBN).~Pembiayaan pemerintah daerah dalam
hubungannya dengan pembiaydan” dari pemerintah pusat diatur sebagai
berikut :

- urusan yang \merupakan tuga;e, pemerintah pusat di daerah dalam

rangKa-dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN
- “Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah dalam rangka

desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD
- Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah
daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas
perbantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau
pemerintah daerah diatasnya atas beban APBD pihak yang

menugaskan.
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Sepanjang potensi sumber keuangan daerah belum mencukupi,
pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan kepada pemerintah
daerah. Dengan demikian bagi pemerintah daerah Tingkat II Kabupaten atau
Kodya, disamping mendapat bantuan dari pemerintah pusat juga mendapat
limpahan dari Pemda Tingkat I Propinsi. Meskipun bisa jadi limpahan dana
dari propinsi tersebut juga berasal daeri pemerintah pusat melalui APBN.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahuni 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan
otonomi daerah adalah kewenangan untuk) mnérigatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat merurit /prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini
menunjukkan bahwa otonofni (dacrah merupakan hak, wewenang dan
kewajiban daerah untuk(mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Bastian (2006 xi) menyatakan bahwa dalam kerangka untuk
melaksanakaripasal 182 dan pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang\Pemerintahan Daerah dan pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang
Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai
dengan uang, perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan
daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan

subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen
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pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pada dasarnya, buah fikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan
perundang-undangan di atas adalah keinginan pengelolaan keuangan Negara
dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin
dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar
utama yaitu ; transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Keuangan pemerintah daerah merupakan faktor yang sarigat menentukan
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Davey) (1989) menyatakan
bahwa kemampuan keuangan daerah diténtukaft” oleh adanya sumber
pendapatan daerah dan tingkat lukratifiya.{Tingkat lukratif tidaknya sumber
pendapatan daerah ditentukan oleh~sejauh mana dasar pengenaan pajak
responsif terhadap inflasi pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan
ekonomi.

PP. No. 58 tahun 2005 Pasal 1 vbutir 5 menyatakan bahwa Keuangan
Daerah adalah, Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut.

Nurcholis (2007 : 175) mengemukakan bahwa sumber kuangan daerah
selalu terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah. Dalam daerah harus mampu menyelenggarakan

kewenangan yang dimiliki maka harus ada perimbangan keuangan yang adil
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dan transparan antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk mencapai kondisi
ini terdapat tiga aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu : pertama sejauh
mana daerah diberi sumber-sumber keuangan yang cukup terutama dari pajak
daerah dan retribusi daerah. Kedua, sejauh mana daerah memperoleh akses
pada pendapatan-pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak. Ketiga,
sejauh mana daerah telah mendapatkan subsidi yang adil dan efektif dari
pemerintah pusat.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 jo UU Np. 33/2004 tentang
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat déngan Pemerintah Daerah
maka sumber keuangan daerah adalah sebagaioerikut:

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. lain-lain pendapatan

Basuki (2007 :(_10) “menyatakan bahwa penyelenggaraan fungsi
pemerintahan daerah‘akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan
urusan pemérintaban diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan
yang ¢ukup Kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya
disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara
pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap
urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber
keuangan daerah. Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan

yang antara lain berupa :
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1. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan
urusan pemerintahan yang diserahkan

2. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi
daerah

3. Hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya
nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya

4. Hak untuk mengelola keuangan darah dan mendapatkan
pembiayaan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan) Daérah Pasal 1 butir 5
menyatakan bahwa pengelolaan keuanggan daerah adalah keseluruhan kegiatan
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
pertanggungjawaban dan pefigawasan keuangan daerah.

Pada pasal 4 disebutkan juga bahwa:

1. Keuangan ‘dacrah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilban, kepatutan
dan manfaat untuk masyarakat.

2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang
terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun
ditetapkan dengan Peratuan Daerah

Basuki (2007 :16) menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan

daerah terdapat empat asas pengelolaan keuangan daerah yakni :
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a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah
Ada dua asas umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu (1) yang
menekankan pada sifat, cara-cara, dan tanggung jawab dari pengelola
yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dan (2) asas integrasi

1. Asas yang menekankan pada sifat, cara-cara, dan tanggung jawab

dari pengelola keuangan daerah
Pasal 4 ayat (1) PP No 58 tahun 2005 menyatakan bahwa
keuangan daerah dikelola secara tertib, ftaat’ pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomiis, 'dan transparan, dan
bertanggung jawab dengan meniperhafikan keadilan, kepatutan,
dan manfaat untuk masyarakdt, Dengan demikian semua unsur
baik pejabat maupun_-pegawai negeri yang terlibat dalam
pengelolaan keuwangdn daerah harus bersifat taat pada peraturan
perundang-undarigan yang berlaku, tertib, transparan, adil, dan
patut! Kegidtan—kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang
berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan
pengendaliannya, harus ditempuh melalui cara-cara yang
ekonomis, efisien, efektif dalam memperoleh dan memanfaatkan

sumber daya.
2. Asas integrasi

Dalam pasal 4 ayat (2) PP No 58 tahun 2005 dinyatakan bahwa
pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system

yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun
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ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengelolaan keuangan
merupakan suatu system adalah sangat jelas. System adalah cara
(metode) yang teratur untuk melakukan sesuatu, atau sekelompok
bagian (sub system) yang bergerak/bekerja bersama-sama yang
bermuara pada sesuatu maksud. System pengelolaan keuangan
menyangkut berbagai subsistem dalam perencanaan, penetapan
APBD, pelaksanaan, pengendalian, pencatatan, pengawasan,
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
b. Asas Umum APBD
Asas ini berhubungan dengan pefiganggaran dan jangka waktu
anggaran. Asas umum APBD yang berhuibungan dengan penganggaran
dapat dibedakan menjadi empdt kelompok yakni :

1. Penganggaran  yadg | berhubungan  dengan  penyelenggaran
pemerintahan, (kemampuan pendapatan daerah, fungsi APBD, dan
penetaparinya

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, yang berpedoman
pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam rangka
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan
nasional.

2. Penganggaran yang bersifat bruto

Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk

uang, maupun barang/jasa dianggarkan dalam APBD. Jumlah
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pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan
belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan
tersebut dan/atau  dikurangkan dengan bagaian pemerintah
pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Hal ini berarti tidak
diperkenankan adanya penerimaan dan pengeluaran di luar anggaran.

3. Penganggaran yang didasarkan pada kepastian kecukupan tersedianya
penerimaan.

Penganggaran pengeluaran dalam APBD hdrus{didukung dengan
kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Hal ini
bertujuan untuk menghindari adanya’ praktik melakukan pengeluaran
tanpa didukung anggaran/tersedianyd penerimaan yang cukup yang
mengakibatkan terjadi defisitkas‘dan/atau menimbulkan permasalahan
hukum dengan pihakketiga:

4. Penganggaran pendapatan dan belanja daerah harus didukung dengan
landasan‘hukumnya.

Setiap penganggaran pendapatan dalam APBD harus berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya setiap sumber
pendapatan harus mempunyai dasar hukum yang sah.

c. Asas Umum Pelaksanaan APBD
Asas umum pelaksanaan APBD mengacu pada asas umum
pengelolaan keuangan daerah. Asas umum pelaksanaan APBD, berupa
larangan untuk melakukan pengeluaran yang membebani anggaran belanja

daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup
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tersedia anggarannya dalam APBD, dan kewajiban pengelola keuangan
daerah untuk melaksanakan APBD yang didasarkan pada prinsip hemat,
tidak mewah, efektif, efiseien dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
d. Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Asas umum penatausahaan keuangan daerah berhubungan dengan
ketertiban pencatatan, ketertiban penyimpanan dan kelengkapan
dokumen-dokumen pengelolaan keuangan daerah, sérta(taniggung jawab
pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban
APBD.

Penyelenggaran fungsi Pemerinfah-Dacrah akan terlaksana secara optimal
jika penyelenggaraan urusan pémefintahan diikuti dengan pemberian sumber-
sumber penerimaan yang tukup Kepada daerah, dengan mengacu pada undang-
undang tentang periribangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang
besarnya disesudikan-dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara
pemerintahdan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.
Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa :

a. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan

pemerintahan yang diserahkan

b. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi

daerah
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¢. Hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional
yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya
d. Hak untuk mengelola keuangan daerah dan mendapatkan sumber

pembiayaan

2. Otonomi Daerah
Dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 disebutkan bahwa Otonomi Daerah

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan{ Seddngkan Daerah Otonom,
selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan{masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenlang, mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan<masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat’ dalam system Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada) Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahany, dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam
menyelenggarakan otonom, daerah mempunyai hak :

a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya

b. memilih pemimpin daerah

c. mengelola aparatur daerah

d. mengelola kekayaan daerah

e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah
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f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya yang berada di daerah

g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah

h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

Nurcholis (2005 :52) menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak
penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus,
mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri ‘dengan tetap
menghormati peraturan perundangan yang berlaku.

Widjaja (2005 : 25) menyatakan bahwa Degentfalisasi adalah penyerahan
wewenang pemerintahan oleh pemerintali pusat kepada daerah otonom.
Otonomi daerah adalah kewenangan. daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus  kepentingan masyarakat” setempat. Pendelegasian kewenangan
ditinjau dari visi implendentasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi
tiga kelompok besar,¢yaitd pendelegasian kewenangan politik, pendelegasian
kewenangan urusan daerah, pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan.

Pada “prifsipnya otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya
sendiri. Pemberian wewenang kepada daerah yang lebih luas sangat tepat
karena daerah adalah yang lebih mengerti tentang kondisinya sendiri.
Pembangunan yang dilaksanakan akan sesuai dengan prioritas daerah dan

aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya partisipasi masyarakat dalam
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aktifitas politik di tingkat daerah serta system demokratisasi yang dijalankan
sesuai dengan tujuan otonomi itu sendiri

Siddiq (2000 : 25) lebih lanjut berpendapat bahwa ada 3 (tiga fokus)
otonomi daerah, pertama : otonomi yang berfokus pada kewenangan
administrasi pemerintah daerah, seperti pengurusan pegawai, pengeluaran dan
pendapatan daerah, kedua : otonomi yang difokuskan kepada alokasi kekuasaan
daerah yang disertai oleh kontrol pemerintah pusat dan partisipasi rakyat daerah
dan ketiga : penekanan pada pelaksanaan fungsi-fungsi pemetintah daerah yang
dioperasikan lewat kewenangan daerah dalam rangka mengelola urusan yang

diberikan kepadanya.

3. Kemandirian Daerah

Dalam undang-undang nefmor 32 tahun 2004 pasal 2 ayat (2) menyatakan
pemerintah daerah seblagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan
mengurus sendiri” uriisani pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan, ‘Maksudnya daerah kabupaten dan kota diberikan hak secara luas,
nyata dambertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri
menurut-asas otonomi tanpa tergantung pada daerah lain. Kemandirian suatu
daerah adalah bagaimana daerah tersebut mampu menjalankan fungsinya untuk

mensejahterakan masyarakat daerahnya tanpa tergantung pada daerah lain.
Menurut Halim (2001; dalam Landiyanto 2005), menyatakan bahwa ciri

utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah :
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a. kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki
kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber
keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk
membiayai penyelenggaran pemerintahan.

b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh
karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang
didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan\antara pemerintah

pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan” keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah harus sesuai defigan.K€mampuan daerah dalam
membiayai pelaksanaan pemerintahans “@leh” karena itu, untuk melihat
kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat
diukur melalui kinerja keuangan daerah.

Dalam melihat kinerja Keuangan daerah dapat menggunakan derajat

kemandirian daerah“untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal

dari daerah dalam mémenuhi kebutuhan daerah, antara lain :

as. PAD
TPD
b. BHPBP
TPD
c. Sum
TPD
d. PAD
TKG
e. PAD
KR
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f. PAD + BHPBP

TKD
g. PAD + BHPBP
TKD
Dimana :
PAD : Pendapatan Asli Daerah

BHPBP : Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

TPD : Total Penerimaan Daerah
TKD : Total Pengeluaran Daerah
KR : Pengeluaran Rutin

Sum : Sumbangan dari Pusat.

Semakin tinggi derajat kemandirian, suatu daerah menunjukkan bahwa
daerah tersebut semakin mampu mémbiayai pengeluarannya sendiri tanpa
bantuan dari pemerintah pusat."Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi
fiskal yang digunakan untuk‘melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap
pendapatan daerali sécara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan
daerah secara utuh.

Nurlambang, (2001) menyatakan bahwa masyarakat yang mandiri adalah
masyarakat yang mampu mengatasi masalah-masalah daerahnya sendiri baik
dibidang politik, ekonomi, sosial dan keamanan serta mempunyai prinsip dan
dapat bekerja sama dengan daerah lain. Secara praktis masyarakat yang mandiri
atau daerah yang mandiri dilandasi oleh kemampuan daerah tersebut dalam

mengelola sumber daya yang dimiliki, baik itu yang berupa sumber daya yang
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berwujud (fangible), sumber daya yang tidak berwujud (integible) maupun very
intangible.

Leiwakabessy dan Solichin (2006 : 31) menyatakan bahwa dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberi makna
bahwa pelaksanaan otonomi daerah lebih menekankan pada daerah kabupaten
dan kota. Kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan mencari sumber-
sumber pembiayaan yang sesuai dengan poteﬁsi dan( kemiampuan keuangan
daerah sebagai wujud suksesnya peningkatan kuantitds dan kualitas pelayanan
kepada masyarakat.

Yastika (2008 : 28) menyatakan’ bahwa desentralisasi fiskal merupakan
komponen utama dari desentralisasi, Artinya berbicara desentralisasi tidak dapat
dilepaskan dari isu kapasitds kéuangan daerah, di mana kemandirian daerah
dalam menyelenggaraKan.penierintahan di ukur dari kemampuan menggali dan
mengelola keuangannya:

Secara. konseptual, desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap
kewenangart yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan
yang besarnya sesuai dengan besarnya beban kewenangan tersebut. Konsep
inilah yang dikenal dengan money follows function, bukan lagi function follows
money. Artinya pertama-tama beberapa tugas dan keWenangan yang dipandang
efisien ditangani oleh daerah, atau dengan kata lain didelegasikan dari pusat
kepada daerah. Kewajiban pemerintah pusat adalah menjamin sumber

keuangan untuk pendelegasian wewenang tersebut. Hal ini berarti bahwa
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hubungan keuangan antara pusat dengan daerah perlu diberikan pengaturan
sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung
jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang ideal adalah apabila
setiap tingkat pemerintahan dapat independent di bidang keuangan untuk
membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal utama yang
menunjukkan suatu daerah otonom mampu berdiri sendiri dalam
pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut untuk
menggali sumber keuangan sendiri dan ketergantungan, terhadap pemerintah
pusat harus seminimal mungkin, sehingga~PAD’ ‘harus menjadi sumber
keuangan besar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan
daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system pemerintahan negara.

Hal ini berarti sumber pendapdtan sendiri menjadi sumber pendapatan
utama, atau dengan kadta lain” subsidi dari tingkat atas menjadi sumber
pendapatan yang kurafg penting. Dengan pendapatan sendiri atau dana daerah
adalah semua.pendapatan daerah yang fluktuasinya tergantung daerah sendiri
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 UU no 32 tahun 2004.

Pendapatan daerah merupakan variabel utama untuk menentukan tingkat
kemandirian daerah atau sering disebut dengan derajat desentralisasi fiskal.
Derajat desentralisasi fiskal ditentukan berdasarkan rasio dana daerah terhadap
total penerimaan daerah. Semakin besar nilai derajat desentralisasi fiskal
tersebut maka semakin besar kemandirian daerah dalam pendanaan tugas

daerah, baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan, dengan demikian
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tercapai kemandirian daerah. Besar kecilnya PAD mencerminkan kemandirian
suatu wilayah atau daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di
daerahnya.

Desentralisasi fiskal daerah (DDF) adalah merupakan salah satu aspek
yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Pengertian
Desentralisasi Fiskal daerah menggambarkan kamampuan suatu daerah dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena otonomi daerah akan
dapat diwujudkan apabila disertai dengan kemandirian fiskal yang efektif.

Derajat desentralisasi fiskal (DDF) khususnya koniponen Pendapatan asli
Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Pen€rimaen Daerah (TPD) menurut
hasil penelitian Tim Fisipol UGM £1991) menggunakan skala interval

sebagaimana yang terlihat dalam tab€l ;
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Tabel 3. Skala Ordinal Derajat Desentralisasi Fiskal/Kemampuan Keuangan

Daerah
Ratio PAD/TPD Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 % -10,00 % Sangat kurang
10,01 % -20,00 % Kurang
20,01 % -30,00 % Cukup
30,01 % -40,00 % Sedang
40,01 % -50,00 % BaiK
> 50,00 % Sangat baik

Sumber : Fisipol UGM, 1991, Pengtusuran” Kemampuan Keuangan
Daerah Tingkat 1I Dalawi Rangka Otonomi Daerah Yang
Nyata dan Bertanggupg “"dawab, Badan Litbang Depdagri,

Jakarta
Suparmoko (2002 : 414) me¢ngemukakan bahwa ada kecenderungan pada
Negara berkembang menjalankan system fiskal terpusat jika dibandingkan
dengan Negara maju, Realitas hubungan fiskal antar daerah ditandai dengan
tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Hal ini jelas
terlihat\dari rendahnya PAD terhadap total penerimaan daerah di dalam struktur
penerimdan daerah dibandingkan dengan total subsidi yang berasal dari

Pemerintah Pusat

4. Pendapatan Asli Daerah

Nurcholis (2007: 182) menyatakan bahwa Sumber keuangan daerah yang

utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah pendapatan yang
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diperoleh  daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba
perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Widjaja (2005; 78) menyatakan bahwa PAD terdiri dari pajak retribusi, hasil
perusahan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian
laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman dan pendapatan
asli daerah yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Sementara dalam hal sumber-sumber pembiayaan terhadap penyelenggaraan
tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah (dan DPRDY) sebagaimana
dinyatakan dalam pasal Undang-undang Nomor 32 ‘tahun 2004 pasal 157
bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah yaitu :

1. hasil pajak daerah

2. hasil retribusi daerah

3. hasil penigelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan

4. lain=laifr pendapatan asli daerah yang sah.
b. dana.perimbangan
cs, ain=lain pendapatan daerah yang sah
sedangkan pasal 3 Undang-udang nomor 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa
sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi
adalah :
a. Pendapatan Asli Daerah,

b. Dana Perimbangan,
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c. Pinjaman Daerah, dan
d. lain-lain pendapatan/penerimaan daerah yang sah.

Widjaja, (2005 : 78) menyatakan bahwa PAD terdiri dari pajak, retribusi,
hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti
bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman dan
pendapatan asli daerah yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa
giro.

Yustika (2008 : 53) menyatakan bahwa Manajemen Pendapdtan Asli Daerah
terdiri atas :
c. Pajak Daerah
Menurut Abas (1999 ; dalam Yustika:2008: 53) di Indonesia jenis pajak
daerah yang ditentukan oleli” pemefintah daerah tingkat I (Propinsi)
disebut juga pajak tingkat I.dan tingkat II disebut pajak daerah tingkat II
(kota/kabupaten). /Menunit Undang-undang No.34 tahun 2000 yang
merupakan perybahan atas UU No 17 tahun 1997 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib
yang “dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa
imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundang-udangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan
daerah.
Dalam pengertian UU di atas, yang dimaksud dengan subyek pajak

adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
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Sementara itu, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi
atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang,
termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Tolok ukur yang
digunakan untuk menilai pajak daerah adalah :

1). Hasil (yield) yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan
dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah
tidaknya memperkirakan dan elastisitasnya hasil pajak-terhadap inflasi
dan pertumbuhan penduduk (termasuk . petbandingan hasil pajak
dengan biaya pemungut).

2). Keadilan (equity), yaitu bahwa. dasar, pajak dan kewajiban harus jelas
dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara
horizontal. Artinya bebarn pajak haruslah sama besar antara berbagai
kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama.
Dengan,demikjan, tidak ada perbedaan besar dan sewenang-wenang
dalam\beban pajak dari satu daerah ke daerah lain.

3):Daya guna ekonomi (economic efficiency), pajak hendaknya
mendorong atau setidak-tidaknya tidak menghambat aktivitas ekonomi
yang lainnya.

4). Kemampuan melaksanakan (ability to implement), di mana suatu pajak
haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemampuan politik dan

kemampuan tata usaha.
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5). Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. Ini berarti bahwa
haruslah jelas kepada daerah mana suatau pajak harus dibayarkan dan
tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir
beban pajak, pajak tidak mudah dihindari.

b. Retribusi Daerah

Retibusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh

pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh

pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan~ atas prestasi atau
pelayanan yang diberikan oleh pemerintahY daerah yang langsung
dinikmai secara perorangan oleh warga mdsyarakat dan pelaksanaannya

didasarkan atas peraturan yangs beflaku. Dalam pengertian UU No. 34

Tahun 2004, wajib retribusi‘adalah orang pribadi atau badan yang menurut

peraturan perundang-uridangan retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusivtermasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu.

BerdasarkamJU tersebut retribusi terbagi atas tiga jenis yaitu :

1. Retribusi jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2). Ratribusi Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah
daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3). Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah

daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
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badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kekayaan daerah yang dipisahkan dalam UU no. 34 Tahun 2000
mencakup segala aktivitas yang dilakukan secara terpisah dari pemerintah
daerah oleh organisasi khusus yang berorientasi pada keuntungan.
Pemerintah daerah dalam kontek ini berperan sebagai prinsipil (pemilik)
dan organisasi tadi sebagai agen,(méanaj¢men). Dalam implementasinya,
organisasi khusus tadi lebih-banyak berbentuk Badan Usaha Milik daerah
(BUMD).

Sidik (2002:8-9) smenyatakan bahwa secara umum, upaya yang perlu
dilakukan oleh ,penierintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan
daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah;.antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. "‘Memperluas basis penerimaan
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat
dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap
potensial, antara lain yaitu mengindentifikasi pembayar pajak

baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data obyek,
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memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap
jenis pungutan.

. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakuakan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu
antara lain mempercepat penyusunan peraturan daerah, mengubah tarif,
khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan, yaitu antara lain \dengan melakukan
pemeriksaan secara dadakan dan berkala), “memperbaiki proses
pengawasan, menerapkan sanksi terhadap \pénunggak pajak dan sanksi
terhadap pihak fiskus, serta miemingkatkan pembayaran pajak dan
pelayanan yang diberikan oleh daerah.

. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.
Tindakan yang dilakukan oleh daerah, yaitu antara lain memperbaiki
prosedur adminiStrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak,
dan meningKatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
Memingkatakan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih
baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi

terkait di daerah.
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Yastika (2008 : 63) menyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan
pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya dapat ditempuh melalui upaya
intensifikasi dan ekstensifikasi.

a. Intensifikasi Pajak Daerah.

Intensifiasi Pendapatan Asli Daerah adalah suatu tindakan atau usaha-
usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan
pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Dalam upaya intensifikasi
akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek
personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berkut :

1). Menyesuaikan / memperbaiki, ‘aspek kelembagaan/organisasi
pengelola pendapatan asli/daerah (dinas pendapatan daerah),
berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus
berkembang, yaitw dengan cara menerapkan secara optimal sistem
dan prosedur mapatda, sebagaimana diatur dengan Keputusan
Mentefi~Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun
1990 Tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah,
dan Pendapatan Daerah Lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh
Indonesia, atau yang lebih dikenal denga sistem mapatda.

2). Memperbaiki / menyesuaikan  aspek ketatalaksanaan, baik
administrasi maupun operasional yang meliputi :

- Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan

- Penyesuaian Tarif
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- Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.
3). Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian

Bagaimanapun baiknya sebuah perencanaan, jika tidak disertai

dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi

penyimpangan dari rencana, penyimpangan dari prosedur yang

ditentukan atau penyimpangan-penyimpangan lainnya yang dapat

merugikan pemerintah daerah, untuk itu diperlukan pengawasan

dan pengendalian yang meliputi :

- Pengawasan dan Pengendalian Yuridis
Dalam hal ini perlu diteliti, lebih” dahulu apakah pungutan
pendapatan asli daerah Apajak dan retribusi) tersebut telah
berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah, serta tidak
bertentangan derigan peraturan yang ada.

- Pengawasandan Pengendalian Teknis
Perigawasan dan Pengendalian Teknis menitikberatkan pada
pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan
sistem prosedur pungutan dan pembayaran serta peningkatan
pelayanan yang cepat dan cermat kepada para wajib
pajak/retribusi, misalnya apakah sistem pembayaran tidak
menyulitkan wajib pajak/retribusi atau apakah perlu diadakan
pembayaran di tempat.

- Pengawasan dan Pengendalian Penata Usahaan
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Pengawasan dan Pengendalian ini lebih ditujukan pada
kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi.

4). Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola PAD.

Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan fungsi yang sangat
penting dalam pengelolaan PAD dan merupakan usaha positif
dalam menggerakan dan mengerahkan sumber daya pegawai
dalam organisasi agar berhasil mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

b. Ekstensifikasi.

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha, untuk” menggali sumber-sumber
pendapatan asli daerah yang baruf\Namun, dalam upaya ekstensifikasi ini
khususnya yang bersumber~dari pajak daerah dan retribusi daerah, tidak
boleh bertentangan dengdir Kebijakan pokok nasional, yakni pungutan
pajak dan retribusi‘daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk
menggali_pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai
tetapi_ jugd” untuk melaksanakan fungsi fiskal lainya agar tidak
miemberatkan bagi masyarakat.

Ekstensifikasi merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah
kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah
melalui penciptaan sumber-sumber pajak daerah. Kebijakan ini sesuai
dengan UU No. 34 Tahun 2000, di mana dalam usaha meningkatkan

kontribusi pajak daerah terhadap total penerimaan anggaran pendapatan
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dan belanja daerah merupakan salah satu kebijakan yang sangat rasional
dan tidak menyengsarakan masyarakatnya adalah kebijakan investasi.

Kebijakan investasi memberikan kontribusi yang sangat besar dan baik

terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak daerah pada khususnya dan
penerimaan pendapatan asli daerah pada umumnya. Untuk itu, kegiatan
investasi mutlak diusahakan oleh pemerintah kota/kabupaten melalui
kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1). Menciptakan daya tarik dan iklim yang Kkondusif bagi investor
lokal maupun investor asing untuk menanamkan/menginvestasikan
modalnya di kota/kabupaten.

2). Memberi kemudahan bagi,investor lokal maupun investor asing
untuk menanamkan/menginvestasikan modalnya di daerah dengan

menghilangkan birOkrasi yang berbelit-belit.

5. Efektifitas.

Nurcholis (2007 : 177) menyatakan bahwa efektivitas adalah mengukur
hubufigan-antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri,
Indikator efektivitas adalah rasio antara hasil pungutan suatu pajak dengan
potensi hasil pajak, dengan asumsi bahwa semua wajib pajak membayar pajak
terutangnya. Efektivitas menyangkut semua tahapan administrasi penerimaan
pajak, menentukan wajib pajak, dan membukukan penerimaan.

Dollery dan Wallis (2001 dalam Yustika 2008 : 6) menyatakan bahwa :

efektivitas adalah derajat kesanggupan sebuah sistem untuk mencapai tujuan
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program dari kebijakan yang telah ditentukan. Dalam praktiknya efektivitas
berkaitan dengan sejumlah aspek prerefrensi yang berbeda dari keterkaitan
pelayanan dengan tujuan hasil program. Tujuan-tujuan program itu antara lain :
a. aksesabilitas/keterjangkauan
aspek-aspek semacam kesanggupan, representasi di antara kelompok-
kelompok yang menjadi prioritas, dan keterjangkauan fisik
b. kesesuaian
Mencocokkan pelayanan dengan kebutuhan masyatakat/client
c. kualitas
Proses pertemuan standar yang dibatuhkan-atau timbulnya kegagalan

pelayanan.

Wartana (2004) menyatakan bahwa efektivitas penerimaan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) mérupakan perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dengdn potensi yang ditetapkan. Guna mengetahui berhasil atau
tidaknya pencapaian tujuan kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah(PAD).
Menurut Tim Peneliti Fisipol UGM (1991) nilai efektivitas penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur menggunakan skala interval

sebagaimana yang terlihat dalam Tabel
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Tabel. 4. Kriteria Kinerja Efektivitas Penerimaan PAD

Prosentasi PAD/Potensi PAD Efektivitas Kinerja PAD
> 100 % Sangat efektif
90 % — <100 % Efektif
80 % —<90 % Cukup efektif
60 % - <80 % Kurang efektif
<60 Tidak efektif

Sumber : Fisipol UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan/Keuangan Daerah
Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Dag¢rah Yang Nyata dan
Bertanggung Jawab, Badan Litbang Depdagri, Jakarta,

Berbagai hasil penelitian sebelumnya ’yang berhubungan dengan
kemampuan keuangan daerah telah “banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti
terdahulu. Untuk mendukung penelitian ini beberapa hasil penelitian tersebut
dijadikan referensi diantaranya':

1. 1 Gusti Ngurah Satria-Perwira ( 2004) dalam penelitiannya tentang Analisis
Perhitungan, Adggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya,
menyirhpulkan bahwa tingkat Efektifitas Penerimaan Daerah rata-rata sebesar
105,60 % yang berarti sangat efektif. Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten
Jayawijaya dari Tahun Anggaran 1998/1999 sampai dengan Tahun Anggaran
2002 melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Dari segi efisiensi Belanja
Daerah baik belanja rutin maupun Belanja Pembangunan persentase efisiensi
selama periode penelitian, yaitu dari tahun 1998/1999 s.d Tahun Anggaran

2002 dengan rata-rata sebesar 91,89 %. Tingkat efisiensi sebesar 91,89 %
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tersebut berarti kurang efisien di dalam pengelolaan anggaran karena unit
kerja cenderung menghabiskan anggaran Belanja Daerah yang tersedia.

2. Anak Agung Gde Taman (2004) dalam penelitiannya tentang Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Badung menyimpulkan bahwa
melalui analisis efektivitas atas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten
Badung dari sisi penerimaan terdapat kecenderungan efektif dengan tingkat
efektivitas 85 % - 100 % untuk tahun 1998/1999 ratio efektivitas sebesar
89,15 % tahun 1999/2000 ratio efktivitas sebesar 87,37\% tahun 2000 ratio
efektivitas sebesar 87,55 %, tahun 2001 ratio efektivitas sebesar 99,45 % dan
tahun 2002 ratio efektivitas sebesar 85,14, % dengan demikian rata-rata
efektifitas dari anggaran pendapatan ,mencapai 89,73 %. Dengan
menggunakan analisis efisiensi~diperoleh keterangan secara umum bahwa
efisiensi pengelolaan keuangan Kabupaten Badung sangat efisien dengan ratio
efisiensi dibawah 55% dengan rata-rata 42,46 %

3. Made Wartana (2004) dalam penelitiannya tentang Analisis Kemandirian
Keuangan. Daérah Kota Denpasar Dalam Rangka Otonomi Daerah
menYyimpulkan bahwa kemandirian keuangan kota Denpasar tahun 1998-2002
termasuk katagori sedang. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata Derajat
Desentralisasi Fiskal (DDF) sebesar 36,84 %. Pola hubungan pemerintah
pusat dengan kemampuan keuangan daerah kota Denpasar tahun 1998-2002
termasuk katagori pola hubungan konsultatif. Hal ini ditunjukkan tingkat
kemandirian kota Denpasar 1998-2002 berada pada 25-50 %. Tingkat

efektivitas kinerja penerimaan sumber-sumber PAD kota Denpasar 1998-2002
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sebesar 113,6 persen rata-rata untuk pajak, 111,8 persen rata-rata untuk
retribusi, 87,5 persen, untuk perusahaan daerah dan 264,4 persen untuk
pendapatan lain-lain. Demikian efektivitas pajak, retribusi dan pendapatan
lain-lain termasuk katagori sangat efektif, sedangkan untuk perusahaan daerah
termasuk katagori cukup efektif.

4. 1 Gusti Ngurah Widiatra (2003) dalam penelitiannya tentang Analisis Kinerja
Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten
Badung menyimpulkan bahwa Derajat Desentralisasi~, Fiskal (DDF)
Kabupaten Badung dari tahun 1997/1998 s/d 2002, sebesar rata-rata 72,71
nersen dan termasuk kedalam katagori ssarigat ‘baik. Tingkat efektivitas
kinerja penerimaan PAD Kabupaten Badung rata-rata sebesar 72,27 persen
dan tergolong dalam kategori kurang efektif.

5. Fisifol UGM bekerjasama dengan’ DEPDAGRI (1991) melakukan penelitian
dengan judul Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II dalam
rangka Otonomi\Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab, dengan hasil
untuk mengukur’ kemampuan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan
otonormi-dipergunakan 6 (enam) faktor yang disebut dengan variabel pokok,
yaitd: kemampuan keuangan, kemampuan aparatur, kemampuan partisipasi
masyarakat, kemampuan ekonomi daerah demografi serta kemampuan
administrasi dan organisasi. Indikator yang digunakan untuk = mengukur
kemampauan keuangan adalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dibandingkan dengan seluruh pendapatan atau penerimaan daerah.
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B. Kerangka Berfikir

Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah menurut UUD 45 adalah
berdasar permusyawaratan/faham kerakyatan karena itu daerah mempunyai
keleluasaan dan kebebasan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri
sesuai dengan kehendak dan kepentingannya. Untuk dapat menyelenggarakan
pemerintahan demikian diperlukan sumber-sumber keuangan yang cukup.
Sumber keuangan yang utama bagi pemerintah daerah adalah pajak dan retribusi.
Untuk itu, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mehigatur pajak dan
retribusi yang relevan.

Namun bagaimanapun, pemerintah tidak pemnah/mampu membiayai dirinya
dengan pajak dan retribusi yang dipungut/Hal"ini terjadi karena urusan yang
diselenggarakan oleh pemerintah™ baik “jumlah maupun kualitasnya terus
bertambah mengikuti deret ukur” sementara peningkatan pendapatan melalui
pajak dan retribusi hanya bertanibah mengikuti deret hitung. Untuk itu diperlukan
dana dari pusat. Pemérintah pusat memiliki kewajiban utuk membantu daerah
melalui subsidi dan dana perimbangan agar pemerintah daerah dapat
menyelenggarakan urusannya tanpa dikurangi keleluasaan dan kebebasannya

Pada prinsipnya otonomi daerah menggariskan prinsip-prinsip kemandirian
daerah kabupaten untuk menggali dan mengolah sumber-sumber keuangan yang
dimiliki berdasarkan potensi ekonomi daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka kemampuan keuangan daerah yang
terdiri dari Derajat Otonomi Fiskal daerah dan kemampuan Rutin Daerah, maka

hal pokok yang perlu dilakukan oleh daerah yaitu mengoptimalkan PAD dalam
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peranannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga
nantinya dapat dijadikan andalan dalam pembiayaan tugas-tugas umum
pemerintahan dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat, maka pemerintah daerah
memerlukan adanya sumber-sumber pendapatan untuk menopang pembangunan
yang akan digulirkan. Dari latar belakang tersebut, tentunya akan memberikan
gambaran tentang permasalahan yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan
pembiayaan penyelenggaran otonomi di daerah.

Derajat Desentralisasi Fiskal, yang menjadi tolok ukur kemampuan keuangan
daerah harus terus menerus ditingkatkan sehingga semakin besar tingkat derajat
tersebut maka semakin sedikit ketergantuigdn, daerah terhadap bantuan keuangan
dari pemerintah pusat, dan semakin-mampu daerah tersebut dalam melaksanakan
pembiayaan otonomi. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil tingkat derajat
tersebut maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap bantuan keuangan
dari pemerintah ,pusat; dan semakin tidak mampu daerah tersebut dalam

melaksanakan pembiayaan otonomi secara mandiri.

C. Definisi Operasional
Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi operasional terhadap
variabel yang diamati :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang berasal
dari sumber-sumber di daerah sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah dari tahun 1996/1997 — 2008
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2. Total Penerimaan Daerah (TPD) atau Pendapatan Daerah adalah semua
penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah , yang menambah
ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang
tidak perlu dibayar kembali oleh daerah

3. Target PAD adalah target yang dibuat berdasarkan optimasi periode
1996/1997 -2008

4. Realisasi PAD adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber di
daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah periode

1996/1997 - 2008
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BAB II1
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian

Desentralisasi atau otonomi daerah salah satu produk kebijakan era
reformasi dianggap sebagai salah satu sarana untuk mengelola lingkungan dan
sumber daya alam dengan lebih baik melalui tindakan dan kebijakan di
tingkat lokal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Otonomi Daerah terutama ditujukanuntuk merangsang
serta mendorong daerah agar berfikir kreatif dalam mengelola sumber daya
yang dimilikinya. Meskipun suatu wilayah ‘miskin sumber daya alamnya,
apabila sumber daya manusianya kreatif] tetap akan bisa berkompetisi dengan
daerah lain yang kaya sumber alamnya:

Kabupaten Gianyar,| smerupakan salah satu Kabupaten yang ada di
Propinsi Bali yangrielaksakan otonomi daerah sesuai dengan UU Nomor 22
tahun 1999 yangdiubah dengan UU Nomor 32 tahun 2004,

Pelaksafaan otonomi, tentunya memerlukan berbagai sumber
pendapatan untuk membiayainya. Pendapatan tersebut merupakan total
penerimaan daerah yang sah dalam pembiayaan pembangunan baik
pendapatan asli daerah ataupun bukan pendapatan asli daerah.

Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan
Daerah  merupakan cerminan dari kemandirian suatu daerah. Dari
perbandingan tersebut tentunya akan tercermin kemampuan daerah dalam

pelaksaan otonomi.
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Diberlakukannya  Undang-undang otonomi daerah, tentunya
merupakan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem
anggaran  setelah dilaksanakannya otonomi daerah menjadi anggaran
berbasis kinerja. Tentunya setiap kegiatan dalam sistem ini akan dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  apabila kegiatan tersebut
mempunyai manfaat yang jelas.

Untuk melakukan analisis data pengelolaan keuangan daerah di bidang
penerimaan menggunakan teknik analisis efektifitas. Dari analisis ini akan
diketahui rasio efektivitas dalam menunjang pelaksaan otonomi daerah.
Kemudian rasio tersebut dimasukan kedalam tabel kriteria apakah pendapatan
tersebut sangat efektif, efektif, cukup/efektif, kurang efektif ataupun tidak
efektif.

Dalam penelitian iniy rasio kemandirian maupun rasio efektivitas, akan
dibandingkan keduanya, baik sebelum dilaksanakannya otonomi daerah

dengan setelah ‘pelaksanaan otonomi daerah.

Dari alur penelitian tersebut, maka desain dari penelitian ini tampak

seperti gambar dibawah ini :
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Gambar : 1 Desain penelitian studi kemparatif Kemampuan Keuangan Kabupaten
Gianyar Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian.
Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan di Kabupaten
Gianyar dari periode tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2001 untuk
sebelum pelaksanaan otonomi daerah, dan dari tahun 2002 sampai tahun 2008
untuk saat pelaksanaan otonomi daerah. Yang menjadi obyek dalam penelitian
ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar tahun 1996/1997
sampai dengan 2001 untuk sebelum pelaksanaan otonemi’daerah dan tahun
2002 sampai dengan tahun 2008 untuk saat pelaksanaan otonomi daerah
C. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian ini terdiri atas¢
1. Pendapatan Asli Daerali (PAD) Kabupaten Gianyar
2. Total Penerimaan’Dagerah’(TPD) Kabupaten Gianyar
3. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar
4. RealisasiPeridapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar
D. Prosedur Pengumpulan Data
Jenis data menurut sifatnya adalah data kuantitatif dan data kualitatif
sebagai berikut :
1. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka yaitu data APBD,
TPD, Target dan Realisasi PAD Kabupaten Gianyar dari tahun

1996/1997 sampai dengan tahun 2008
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2. Data kualitatif yaitu data-data yang tidak berbentuk angka, misalnya
Peraturan Daerah, dan Undang-undang yang diperoleh dari Pemerintah
Kabupaten Gianyar.

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan
dengan analisis dokumen pada dokumen-dokumen yang ada pada instansi

terkait seperti Bagian Keuangan, Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar

E. Metode Analisis Data
Kuncoro (1995 : 9) menyatakan bahwa “wnitak mengukur Derajat
Otonomi Fiskal digunanan ratio antara~BAD/terhadap Total Penerimaan
Daerah (TPD) dengan rumus sebagai bérikut :
PAD
DDF = 2z VY X 100%
TPD
Keterangan :
DDF derajatdesentralisasi fiskal
PAD “+Pendapatan Asli Daerah
TPD” : Total Penerimaan Daerah
Analisis efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya mencapai tujuan
organisasi. Analisis efektifitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan
menggunakan ratio perbandingan antara realisasi total penerimaan dengan target
total penerimaan. Anggaran yang ditetapkan dalam APBD guna mengetahui

berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan anggaran.
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Menurut PAU-FE UGM (2000:21-24) untuk mengukur efektifitas penerimaan

Pendapatan Asli Daerah dengan formula sebagai berikut :

Realisasi PAD

Efektifitas x 100 %

Potensi PAD

nilai efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).diukur menggunakan
kriteria dengan skala interval sebagaimana yang terlihat,dalam tabel :

Nurcholis (2007 :177) menyatakan bahwa hubungan antara hasil pungut
suatu pajak dengan potensi pajak itu,seridiri,” dihitung dengan rumus sebagai
berikut :

Efektivitas = Penerimaan’Pajak = (Penerimaan Pajak) x 100 %

Petensi Pajak PDRB
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BABV
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan.
Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) sebelum otonomi
daerah termasuk katagori cukup, hal ini dutunjukkan oleh rata-rata Derajat
Desentralisasi Fiskal (DDF) sebesar 20,5 %, dan setelah dilaksanakannya
otonomi daerah termasuk katagori kurang yang ditunjukkkan oleh rata-rata
Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) sebesar 14,9 %.

2. Rata-rata Efektivitas PAD Kabupaten Gidnyar/“sebelum otonomi daerah
termasuk katagori sangat efektif yaith /Scbesar 117,8 %, dan setelah
dilaksanakannya otonomi daerah.termasuk dalam katagori efektif yaitu
sebesar 99,43 %..

Tingkat efektivitas (kinerja” penerimaan sumber-sumber PAD Kabupaten
Gianyar sebelumn dilaksanakannya otonomi daerah sebesar 126 % untuk pajak
daerah, 110,8 % untuk retribusi daerah, 121, 6 % untuk Laba Perusahan milik
daerah dan"116,8 % untuk lain-lain pendapatan yang sah. Semua sumber-
sumber PAD berada pada katagori sangat efektif, untuk tingkat efektivitas
kinerja penerimaan sumber-sumber PAD setelah dilaksanakannya otonomi
daerah, pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah berada pada katagori
sangat efektif, sedangkan untuk retribusi daerah sebesar 92,43 % berada pada
katagori efektif, dan laba perusahan daerah sebesar 89,72 % berada pada

katagori cukup efektif.
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3. Kontribusi PAD Kabupaten Gianyar dalam menunjang pelaksanaan otonomi
daerah pada saat pelaksanaan otonomi daerah lebih buruk dibandingkan
dengan sebelum dilaksanakannya otonomi daerah, sehingga PAD Kabupaten
Gianyar kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang mengakibatkan
derajat kemandirian daerah Kabupaten Gianyar lebih buruk/rendah dari
sebelum dilaksanakannya otonomi daerah.

B. Saran.
Berkenaan dengan simpulan yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya dapat
disampaikan saran-saran :

1. Untuk meningkatkan kemandirian keuangan Kabupaten Gianyar, hendaknya
berupaya menggali lagi sumber-sumiber PAD yang potensial baik secara
intensifikasi (membenahi kondisi yang sudah ada) serta melakukan
ekstensivikasi (menggali{ sumber-sumber baru) secara optimal karena
menunjang kemandifian-daerah oleh besarnya PAD.

2. Efektivitas kinerjd.penerimaan sumber-sumber PAD Pemerintah Kabupaten
Gianyarperly ditingkatkan lagi, karena berdasarkan simpulan diatas, terjadi
pentirinan’ efektifitas kinerja penerimaan sumber-sumber PAD pada periode
setelah dilaksanakannya otonomi daerah dibandingkan sebelum pelaksanaan
otonomi daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya dalam peningkatannya
seperti :

a. Perlu meninjau dan mengevaluasi Peraturan Daerah yang berlaku

yang berhubungan dengan PAD melalui penyesuaian tarif yang
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sesuai dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan
masyarakat.

b. Mengoptimalkan supremasi dan penegakan hukum dibidang
pendapatan sehingga kesadaran masyarakat membayar pajak,
membayar retribusi dan pungutan wajib lainnya masih perlu
ditingkatkan.

c. Meningkatkan kemitraan dan peran serta swasta dalam ikut
membangun dan mengembangkan sektor{sektor” yang dapat
memacu peningkatan PAD

d. Melaksanakan Kebijakan Umum/ Keudngan Daerah dalam hal
Pendapatan Daerah menyangkut{ arah kebijakan pendapatan daerah
agar sumber-sumber péndapatan berasal dari pajak dan retribusi
daerah serta lain-lain“pendapatan, tetap dipertahankan dan
ditingkatkan| dengan memberikan insentif dan kemudahan terhadap
masuknya'investasi serta birokrasi yang tidak berbelit-belit

e. Orientasi pengoptimalan PAD hendaknya jangan menjadikan
daerah untuk melakukan segala cara dalam meningkatkan PAD
sehingga kesannya memberatkan masyarakat dan pelaku ekonomi
pada khususnya karena sering terjadi Perda-perda tentang PAD
dianggap menjadi penyebab munculnya hight cost economy
(ekonomi biaya tinggi) sehingga tidak mendukung upaya

peningkatan iklim usaha ataupun iklim investasi.
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lampiran 1.
REALISASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GIANYAR
TAHUN ANGGARAN 1996/1997 - 2001
(dalam rupiah)
NO SUMBER-SUMBER TAHUN.ANGGARAN
PAD 1996/1997 1997/1998 19088/1999 2000 2001
1|PAJAK DAERAH 4.070.275.000 7.418.584.000 13.738.145.000 19.687.470.874 30.987.384.859
2|RETRIBUSI DAERAH 4.262.800.000 4.823.050.000 4.906.000.000 6.044.068.224 9.654.867.580
3/LABA PERUSAHAAN 294.920.000 350:800.000 390.249.000 398.636.413 751.144.627
MILIK DAERAH
4{LAIN-LAIN PENDAPATAN 222.241:000 407.566.000 226.500.000 906.075.403 8.5650.550.722
YANG SAH
JUMLAH 87850.236.000 13.000.000.000 19.260.894.000 27.036.150.914 49.943.947.788
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lampiran 2
REALISASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GIANYAR
TAHUN ANGGARAN 2002-2008
(dalam rupiah)
NO| SUMBER-SUMBER TAHUN ANGGARAN
PAD 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1|PAJAK DAERAH 26.063.888.663 17.704.613.696 27.415.494 624 31269:590.1€6 36.161.630.702 39.945.043.605 57.202.106.740
2|RETRIBUSI DAERAH 12.181.413.878 13.085.727.583 16.500.833.486 20421.631.837 25.930.236.010 29.285.804.724 31.812.453.188
3|LABA PERUSAHAAN 2.022.745.356 1.969.698.584 1.565.549:1.18 1.520.520.295 3.424.783.192 3.483.284.629 2.599.716.425
MILIK DAERAH
4iLAIN-LAIN PENDAPATAN 14.118.380.571 4.371.685426 3.059.773.841 1.794.760.026 2.321.916.528 2.415.497.771 5.307.967.715
YANG SAH
JUMLAH 54.386.428.468 37.131.725.288 48.541.651.069 55.006.502.324 67.838.566.432 75.129.630.729 96.922.244.068
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